BABV
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan adanya pembahasan dan pengkajian yang telah dilakukan
penulis mengenai aborsi yang dilakukan karena kedaruratan medis, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 61 tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi, dijelaskan bahwa tindakan aborsi
(pengguguran janin) boleh dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan
medis. Kategori indikasi kedaruratan medis yaitu:

a. Keadaan atau penyakit yang mengancam kesehatan ibu dan
mengancam nyawa serta kesehatan janin.

b. Keadaan fisik dan/atau mental yang apabila kehamilan dilanjutkan
akan menurunkan kondisi kesehatan ibu, mengancam nyawa atau
mengakibatkan gangguan mental berat.

c. Kehamilan dengan kondisi janin yang setelah dilahirkan tidak dapat
hidup mandiri sesuai dengan usia, termasuk janin yang menderita
penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun janin yang tidak
dapat diperbaiki kondisinya.

2. Menurut Hukum Pidana Islam, pengguguran kandungan (abortus)
merupakan sebuah tindak kejahatan (jarimah) yang disamakan dengan

pembunuhan dan pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Namun,
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apabila seorang ibu menggugurkan kandungannya dengan alasan yang
dibenarkan oleh shara’ atau yang berindikasi kedaruratan medis menurut
rekomendasi tim medis yang valid maka pengguguran itu diizinkan.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang
dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi para tenaga kesehatan atau tim kelayakan aborsi, agar lebih cermat
dan teliti dalam menentukan adanya indikasi kedaruratan medis serta
benar-benar melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.

2. Untuk pengembangan keilmuan, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan
inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan, terutama untuk menggagas
dan merumuskan hukum yang lebih bijaksana terhadap ketentuan aborsi

dalam kedaruratan medis dan korban perkosaan.



